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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi yang telah 

disusun, dirumuskan, diolah dan diklasifikasi terkait dengan 

judul Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam 

Perspektif Islam dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hak asasi manusia dalam beragama bahwasanya 

merupakan hak yang melekat dalam individu untuk 

dapat menghargai, menghormati dan mentolerir agama 

yang dianutnya, baik untuk dirinya maupun untuk 

orang lain. Dalam syariat Islam, kebebasan beragama 

setiap individu tidak ada paksaan maupun 

keterpaksaan dalam memeluk suatu agamanya. 

2. Hak asasi manusia dalam berpolitk bahwasanya sudah 

terdapat dalam undang-undang yang setiap individu 

memiliki kebebasan dalam mengikuti suatu kelompok 

atau berpolitik, mengemukakan pendapat di muka 



 88 

umum, bermusyawarah dan saling menghormati serta 

menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Selain itu, 

dalam Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik 

menekankan perlindungan penuh atas hak dan 

kewenangan individu maupun kelompok dalam suatu 

negara apabila terjadi kesenjangan, disintegrasi sosial, 

diskriminasi hukum, sosial dan budaya serta etnis 

dengan upaya melindungi, menghormati, menegakkan 

dan menghargai pendapat, gagasan dan ide serta 

kebebasan individu dalam kelompok masyarakat, 

suatu golongan, lingkungan, budaya, agama dan 

negaranya. 

3. Hak asasi manusia dalam bermasyarakat pada 

hakekatnya mengakui, menyadari, menjamin dan 

menghargai hak-hak orang lain. Dalam tataran 

pelaksanaannya manusia berkewajiban menjunjung 

tinggi hak-hak asasi sebagai diri pribadi, anggota 

keluarga masyarakat, bangsa dan negara serta anggota 
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masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, paling 

tidak terdapat tiga hak dalam bermasyarakat, yaitu: 

1. Hak atas kepemilikan kolektif; karena hak individu 

berperan sebagai bagian dari kebudayaan dan 

peradaban dalam masyarakatnya 

2. Hak berpartisipasi; karena individu memiliki hak 

berpartisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU 

No 29 Tahun 2000 dalam rangka menjaga dan 

menjunjung tinggi nilai manusia dan kemanusiaan, 

maka dari itu pentingnya hak untuk saling 

menciptakan kolaborasi positif antara individu 

dengan lingkungan sosial, negara dan agamanya. 

3. Hak atas pembangunan; karena hak atas 

pembangunan memiliki substansi  yang  inklusif  

dengan menggabungkan dan tidak membeda-bedakan 

antara Hak Sipil dan Politik (Pasal 1–21), dan Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 22–28)  yang  

tercantum dalam  rumusan Universal Declaration of 
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Human Rights (UDHR) atau dalam istilah DUHAM 

(Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia). 

 

B. Saran-Saran 

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadi sorotan 

sentral dalam penelitian ini, maka tibalah penulis untuk 

memberikan saran sebagai berikut: 

1) Untuk negara; banyak aturan-aturan hukum negara 

yang dituangkan dalam pasal agar menjadi pijakan 

standar kebijakan konstitusi, khususnya hak asasi 

manusia. Karena hak asasi manusia begitu kompleks 

terdapat dalam kehidupan kita, maka saran yang 

diberikan kepada suatu negara adalah terus 

memperjuangkan hak-hak yang menjadi asas individu, 

masyarakat, kelompok dalam beragama, berpolitik dan 

bermasyarakat seperti; kebebasan individu dalam 

menentukan pilihan hidup, mengemukakan pendapat, 

menentukan dan menerima hak untuk dirinya secara 

persamaan hukum tanpa diskriminasi. 
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2) Untuk instansi kelembagaan; dalam suatu instansi 

tertentu, secara umum paling tidak kita mengenal hak-

hak yang seharusnya dilakukan dan hak-hak yang 

tidak seharusnya dilakukan atau hak yang mesti kita 

hindari. Hal ini sudah menjadi cukup apabila realisasi 

individu, kelompok atau suatu golongan yang terdapat 

dan berafiliasi dalam golongan tertentu menerapkan 

batas-batas tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban 

dan tanggungjawabnya dan sama-sama saling 

menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai hak individu lain atau suatu golongan dan 

kelompok lain.   

 


